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Abstrak  

 

Pengungkapan risiko dalam laporan tahunan sangat dibutuhkan bagi pihak ketiga agar mendapat gambaran utuh 

dari laporan tahunan dan perusahaan. Peranan Dewan Komisaris  dalam kebijakan pemberian pengungkapan 

risiko sangat menentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Peranan Dewaan Komisaris 

dengan variabel Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Rapat Dewan Komisaris terhadap 

Pengungkapan Risiko (risk disclosure) pada perusahaan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017 – 2021. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode Pengambilan sampel menggunakn metode purposive sampling. Data yang valid adalah 159 
data perusahaan perbankan umum. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris, Komisari Independen, dan Rapat Dewan Komisaris berpengaruh 

positif terhadap Risk Diclosure. Implikasi dari penelitian ini peranan pemegang saham dalam memilih dan 

mengangkat anggota dewan komisaris yang mempunyai kesuaian komptensi dengan bisnis perusahaan sehingga 

dapat pemberian informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan, serta memperkecil terjadinya asismetri 

informasi antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, investor juga dapat menggunakan informasi risk 

disclosure untuk mempertimbangkan bisnis perusahaan di masa depan. 

Kata Kunci: Pengungkapan risiko; ukuran dewan komisaris; komisaris independen; rapat dewan komisaris;                                

                      perbankan 

Abstract 

Risk Disclosure in annual reports is needed for third parties to get a complete picture of the annual report and 

the company. One of those who play a role in the risk disclosure policy is the Board of Commissioners. This 
study aims to analyze the effect of the size of the Board of Commissioners, Independent Commissioners and 

Board of Commissioners Meetings on risk disclosure in public banking companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange for the period 2017 – 2021. The research methodology used in this study is a quantitative method. 

Sampling using purposive sampling method. Valid data is 159 data from 35 general banking companies. Data 

were processed using multiple regression analysis using IBM SPSS version 25 software. The results showed that 

the size of the Board of Commissioners, Independent Commissioners, and Board of Commissioners Meetings 

had a positive effect on Risk Disclosure. The implication of this study is the role of shareholders in selecting and 

appointing members of the board of commissioners who have competency compatibility with the company's 

business so that they can provide clear information to stakeholders, as well as minimize the occurrence of 

information asymmetry between management and shareholders. In addition, investors can also use risk 

disclosure information to consider the company's business in the future.    

Keywords: Risk disclosure; size of the board of commissioners; independent commissioner; board of  

                   commissioners meeting; banking 
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PENDAHULUAN 
 

Peningkatan jumlah investor di pasar modal di Indonesia akhir-kahir ini meningkat secara 
signifikan. Berdasarkan Ramayakin & Widyasari (2022), jumlah Single Investor Identification (SID) 

melebihi 4 juta pada akhir Juni 2022, dengan 99,79% di antaranya merupakan single investor lokal. 

Hal ini membuktikan atas semakin sadarnya masyarakat Indonesia akan investasi di pasar modal. 
Investor dalam menanamkan modal di pasar modal memerlukan alat bantu untuk mengetahui kondisi 



Anto Cahyadi, Hendro Lukman | Peranan Dewan  Komisaris Terhadap Risk Disclosure Pada … 

 

165 
 

perusahaan yang akan dan sudah diivestasi. Publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan 
merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Investor tidak hanya 

menganalisis informasi yang bersifat kuantitatif, tetapi juga yang bersifat kualitatif. Salah satu 

informasi kualitatif yang harus dipertimbangkan investor adalah informasi terkait risiko dan cara 

manajemen mengendalikan risiko. Informasi ini terdapat pada Pengungkapan Risiko (Risk Disclosure) 
di laporan tahuanan. Risk disclosure perusahaan merupakan aspek penting yang harus disadari oleh 

pengguna informasi, khususnya investor dalam mengambil keputusan. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Probohudono dkk (2013), Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko 
paling tinggi dibanding dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Namun, 

perusahaan di Indonesia memiliki tingkat pengungkapan risiko yang rendah. Di sisi lain, Indonesia 

merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan IFRS No. 7 yang pertama kali dikeluarkan 
tahun 2009 dan diadopsi dalam PSAK No. 60 (Revisi 2014) yang mewajibkan setiap perusahaan 

terdaftar di bursa untuk mengungkapkan performa keuangan dan risiko.  

Pentingnya pengungkapan risiko ini dapat dilihat melalui kasus perbankan di Indonesia. Salah 

satunya adalah kasus bank Permata pada tahun -2017- 2020. Dilansir kontan.co.id, PT Bank Permata 
Tbk mengalami kerugaian atas pemberian pinjaman kepada PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL) 

yang mengerjakan proyek fiktif senilai Rp1,2 triliun yang diberikan bebrapa tahun sebelum tahun 

diketahui debitur mengalami default atas kredit tersebut. Dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena pihak 
bank memberikan kredit tanpa mematuhi dan melaksanakan prosedur yang ditentukan oleh Undang-

Undang Perbankan. Pada kasus ini, Bank Permata tidak memiliki kemampuan manajemen risiko yang 

cukup untuk menganalisis risiko kredit pihak debitur. Hasilnya, pemangku kepentingan seperti 
karyawan bank Permata mengalami kerugian, yaitu sempat menjadi tersangka dan dijatuhkan 

hukuman pidana 5 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar (www.kontan.co.id, diakses 24 September 

2022). Jika dilihat dari ketentuan, PSAK No. 60 yang diberlakuan sejak tahun 2009. Harusnya 

peristiwa ini tidak terjadi. Kasus bank di atas merupakan salah contoh fenomena di mana informasi 
risiko yang disajikan tidak diperhatikan oleh investor dalam mengambil keputusan. Saham bank 

tesebut tetap aktif diperjual belikan di bursa oleh investor. Jika saja investor memahami risiko yang 

sedang terjadi, kemungkinan saham tersebut tidak tertarik dijual-belikan dan akan mengalamai 
stagnansi pada harga yang paling rendah. Fenomena yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia 

akibat dari pengendalian dan pengungkapan risiko yang kadang berbentuk narasi yang dapat salah 

interprestasi mengenai risiko 

IFAC (1999) menjelaskan risiko merupakan ketidakpastian peristiwa masa depan yang dapat 
memberikan dampak terhadap operasional, strategik, dan tujuan keuangan perusahaan. Risiko dapat 

memengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman Risk disclosure 

adalah cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait informasi 
strategi, karakteristik, operasional, dan faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi hasil yang ingin 

dicapai (Beretta & Bozzolan, 2004). Para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan 

terhadap perusahaan memerlukan informasi yang cukup untuk mendukung hasil keputusan yang tepat. 
Informasi risiko merupakan informasi kualitatif yang sangat membantu investor dalam melakukan 

keputusan investasi, karena informasi ini memberi penjalasan tentang risiko yang dihadapi dan cara 

manajemen risiko tersebut. Oleh karenanya, perusahaan perlu menjabarkan informasi risiko dan 

manajemen risiko tersebut kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan yang 
dipublikasikan, sehingga para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan investor, dapat 

menganalisis operasi perusahaan lebih baik. 

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh dewan, terhadap risk disclousere. Dewan 
yang dimaksud alam penelitian terhadulu adalah dapaat sebagai Dewan Komisaris, atau gabungan 

Dewan Komisaris dan Dewan Direks. Pengertian Dewan sebagai gabungan Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi umumnya dilakukan penelitian di luar Indonesia. Pada penelitian ini pengengertian 
dewan adalah Dewan Komisaris. Apakah perananan dewan komisaris yang merupakan fungsi kontrol 

manajemen berpengaruh terhadap rsik disclosure tanpa mamsukan unsur dewan direksi, atau kinerja 

laporan keuangan  sebagai variabal independen lainnya atau sebagai variabel moderasi.  Selain itu, 

pembaharuan dalam penelitian ini adalah pada obyek peenelitian adalah bank umum, karena bank 
merupakan perusahaan yang mempunyai akuntanbilitas public serta akan mempengaruhi 

perekonomian negara. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya dapat memantau risiko yang dihadapai perbankan sehangga dapat mengambil 

http://www.kontan.co.id/
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keputusan invetasi bagi investor dan kotrol bagi aktivitas bank bagi pengamat atau pembuat kebijakan 
yang berhubungan dengan perbankan. 

Risk disclosure merupakan informasi yang harus diterima oleh pemangku kepentingan yang di 

dalamnya terdapat pihak pemegang saham atau investor. Risiko perusahaan paling banyak diketahui 

oleh pihak manajemen atau eksekutif. Pemegang saham atau investor mengetahui risiko dari laporan 
tahunan melalui risk disclosure yang disiapkan manajemen. Oleh sebab itu terjadinya asistemtri 

informasi antara pemegang saham dengan manajemen. Dalam teori Agensi, Jensen & Meckling 

(1976) menyatakan teori Agensi fokus pada dua individu dalam perusahaan, yaitu prinsipal atau 
pemegang saham dan agen atau manajemen dalam perspektif perilaku dan struktur.  Kedua individu 

ini merupakan pihak yang rasional yang memiliki kepentingan pribadi dan saling berbeda preferensi, 

kepercayaan, dan informasi. Prinsipal atau pemegang saham mendelegasikan tugas operasional 
perusahaan kepada agen atau manejemen, dan mengharapkan agen dapat bertindak sesuai kepentingan 

prinsipal atau pemegang saham. Agen sebagai pihak yang menerima tanggung jawab dari prinsipal 

berperilaku secara self-interest (mementingkan dirinya) di mana memiliki kepentingan berbeda 

dengan prinsipal (Ghozali, 2020). Tentunya, hal ini akan menyebabkan masalah. Masalah terbesarnya 
adalah prinsipal kekurangan informasi terkait perusahaan. Kekurangan informasi atau yang disebut 

asimetri informasi ini merupakan hasil dari konflik kepentingan yang dilakukan agen terhadap 

prinsipal. 
Banyak faktor yang memengaruhi kualitas risk disclosure yang dilaporkan dalam laporan tahunan. 

Faktor yang mampu meningkatkan kualitas risk disclosure adalah peranan dewan direksi dan dewan 

komisaris. Peranan dewan komisaris dalam mekanisme tata kelola perusahaan adalah tergantung pada 
Ukuran Dewan Komisaris (jumlah anggota dewan) untuk menjamin keefektifan pengawasan 

jalananya perusahaan, Komisaris Independen sebagai pihak independen, dan Rapat Dewan Komisaris 

yang merupakan merupakan mekanisme pengawasan terhadap eksekutif sebelum dilakukannya dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga faktor ini dianggap mampu menjamin untuk 
mengimplementasikan tata kelola yang pada akhirnya akan meningkatkan pengungkapan risiko 

perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan informasi risk disclosure 

yang membantu prinsipal mendapatkan informasi yang cukup mengenai perusahaan dan untuk 
pengambilan keputusan. 

Ukuran Dewan (Board size) adalah pusat dari kegiatan operasional tata kelola perusahaan (Alfraih, 

2016). Pernyataan ini memperjelas bahwa pimpinan menentukan jalannya perusahaan. Sehingga, 

dibutuhkan pimpinan yang transparan agar mampu menciptakan tata kelola yang baik. Ukuran Dewan 
atau jumlah komisaris adalah mekanisme kontrol yang penting untuk mengurangi pemasalahan pada 

teori agensi yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Mnif dan 

Znazen, 2018). Ukuran Dewan Komisaris yang mempunyai fungsi sebagai pengawas dapat menjamin 
kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan informasi transparan, termasuk risiko perusahaan. 

Ukuran Dewan Komisaris merupakan salah satu cara perusahaan dalam memenuhi kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain dalam menyediakan informasi yang transparan. 
Artinya, Ukuran Dewan menjadi solusi dari masalah yang timbul dari asismteris inforamsi dalam 

terori agensi. Disisi lain, jumlah dewan sebagai organ pengawas perusahaan memiliki wewenang 

untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada agen (direksi atau manajemen) dalam hal 

mementingkan kepentingan perusahaan. Keberadaan dari jumlah anggoa dewan komisaris yang cukup 
dapat meningkatkan fungsi pengawasan dalam perusahaan yang membantu untuk menghindari 

fenomena dari asimetri informasi (Pangestuti, dkk.,2017). Ukuran Dewan Kmoisaris yang efektif dan 

efisien akan membuat pengawasan terhadap tugas agen lebih baik sehingga mampu membuat 
informasi yang transparan, termasuk pengungkapan risiko perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

Adelopo et al (2021) di Inggris, Yuniar & Syafruddin (2022) yang memasukan kepemilikan keluarga, 

Seta & Setyaningrum (2018) yang melakukan penelitian untuk perusahaan dalam periode 2015, dan 
Suharto & Siregar (2018) yang melakukan kajian pada perusahaan keuangan pada periode 2015-2017, 

menyimpulkan Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif terhadap risk disclosure. Lebih khusus 

penelitian yang dialkukan di Kuwait oleh Alkurdi et al (2019) menyatakan bahwa Ukuran Dewan 

berpengaruh signifikan positif terhadap voluntary risk disclosure, tetapi tidak berpengaruh terhadap 
mandatory risk disclosure. Sedangkan, Raimo et al (2022) yang melakukan di Italy pada perusahaan 

internasional, Salem et al (2019) yang melaukan pada perusahaan public di Tunisia, Alshirah et al  

(2020) yang melakukan di Aman dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga, Wachira (2019) yang 
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melakukan perusahaan punlik di Kenya, Mbithi et al (2022) yang melakukan kajian di  Anantha & 
Simatupang (2020) yang melakukan kajian perusahaan public di Indonesia tahun 2011-2018, dan 

Adiyanto (2017) yang juga melakukan peneltian di Indonesia khusus industry perbankan untuk tahun 

2012-2013.  menyatakan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap risk disclosure. 

Perbedaan pendapat dari peneliti terhadulu, menunjukkan bahwa peranan Ukuran Dewan masih perlu 
dikaji lebih banyak pada berbagai industri. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, 

maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah : 

H1: Ukuran Dewan mempunyai pengaruh positif terhadap risk disclosure. 
Selain Jumlah anggota dewan, faktor Komisaris Independn sebagai pihak non afiliasi yang tidak 

dipengaruhi pihak mana pun memiliki tanggung jawab besar atas status independensi yang dimiliki 

sehingga perlu memberikan informasi risiko secara transparan. Komisaris independen adalah pihak 
yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan 

latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk 

sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes & Ardana, 2014). Komisaris 

Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak mewakili pemegang saham insitusi, perorangan 
atau diri sendiri, sehingga Komisaris Independen dapat dikatakan anggota dewan komisaris yang 

mewakili pemangku kepentingan. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan bisa melakukan 

penyeimbangan  prilaku manajemen untuk lebih transparan dan akuntabel yang dapat ditunjukkan 
melalui pengungkapan informasi, sehingga bisa mengurangi fenomena asimetri informasi antara agen 

dengan principal (Salem et al. 2019). Semakin besar proporsi Kmonisaris Independen akans emakin 

berkualitas informasi risk disclosure perusahaan. Oleh sebab itu, Komisaris Independen mempunyai 
pengaruh positif terhadap risk disclosure untuk menjaga akuntabilitas dan menjadi keterbukaan 

informasi kepada pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan  hasil kajian  Raimo et al. (2022), 

Salem et al. (2019), Alkurdi et al. (2019), Wachira (2019), Adelopo et al. (2021), Mnif &  Znazen 

(2020), Mbithi et al. (2022), Nkuutu et al (2020). Namun, penelitian di beberapa negara dan waktu 
serta obyek yang  berbeda seperti yahg dilakukan oleh Gull et al  (2022),  Sugandha & Suhenda 

(2020), Seta &  Setyaningrum (2018), dan Anantha & Simatupang (2020) menyimpulkan bahwa 

Komisaris Independen  tidak mampu memengaruhi risk disclosure. Dengan kata lain, masih terdapat 
perbedaan pendapat mengenai pengaruh Komisaris Indpenden terhadap risk disclosure. Berdasarkan 

penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah : 

H2: Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif terhadap risk disclosure. 

Mekanisme Dewan Komisaris dalam pengawasan kepada manajemen dalam memberikan risk 
disclosure juga menjadi hal yang penting. Salah satu pengawasan dilakukan pada pertemuan atau 

Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah tindakan nyata komisaris dalam 

menunjukkan ketaatan dan ketekunan dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan 
terhadap manajemen (Adelopo et al., 2021). Selain itu, Rapat Dewan Komisaris menunujukkan 

pemenuhan kepentingan prinsipal. Melalui rapat ini, komisaris menilai kinerja direksi (agen) dan 

memberikan saran terhadap jalannya kegiatan perusahaan.  Dalam rapat tersebut, komisaris juga 
membahas terkait risiko yang dialami perusahaan dan cara manajemen risiko tersebut. Hal Penting 

dalam dalam rapat akan disampaikan kepada pemegang saham atau pemangku kepentingnan lainnya 

secara jelas, akuntabel dan transparan. Rapat Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari tata 

kelola perusahaan dan mempunyai dampak yang signifikan dalam pengungkapan informasi terkait 
risiko (Saggar & Singh (2017). Dari sudut pandang dari teori agensi, Rapat Dewan Komisaris 

merupakan tindakan nyata dari komisaris dalam melaksanakan tata Kelola yang menjadi penghubung 

antara prinsipal dengan agen. Pemegang saham atau pemangku kepentingan dapat membaca dan 
menganalisis laporan hasil rapat. Dengan demikian, diharapkan fenomena asimetri informasi antara 

prinsipal dengan agen tidak terjadi dapat diperkecil atau dihilangkan. Oleh karena itu, Rapat Dewan 

yang efektif dan terarah mempunyai pengaruhi positif terhadap  risk discloasure.  Hal ini diungkapkan 
oleh beberapa peniliti seperti   Raimo et al. (2022), Nkuutu et al. (2020), Yuniar &  Syafruddin 

(2022), Suharto & Siregar (2018), serta Adiyanto (2017). Namun tidak semua peneliti berpendapat 

sama. Dengan obyek, dan waktu yang berbeda. Hasil kajian menyatakan bahwa Rapat Dewan tidak 

mempengaruhi risk disclosure sesuai dengan penilitian yang dilakukan oleh Alshirah et al. (2020), 
dan Adelopo et al. (2021).  Sama halnya dengan varibel lainnya, bahwa masih terhadap silang 

pendapat mengenai pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap risk disclosure. Berdasarkan 

penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah : 
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H3: Rapat Dewan Komisaris  mempunyai pengaruh positif terhadap risk disclosure. 
Berdasarkan hipotesis yang dibangun, maka kerangka pemikiran penilitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Ukuran Dewan Komisaris

Komisaris Independen Risk Disclousure

Rapat Komisaris Independen

H1

H2

H3

 
 

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023) 
Gambar 1: Kerangka Pemikiran 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris 
Independen dan Rapat Dewan Komisaris terhadap pengupkan risiko (risk disclosure) pada perusahaan 

perbankan umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021. Implikasi 

penelitian ini diharapkan peran komisaris pada perusahaan lebih mempehatikan dalam memberikan 

penjelaskan risiko dalam lapaoran tahunan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor sehingga 
dapat menaikan harga saham, dan pada akhirnya menaikan nilai perusahaan. Bagi Investor, 

mendapatkan masukan pentingnya informasi kualitatif terutama informasi risiko sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan investasi. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif.  Penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Data diambil dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Sedangkan perusahaan 

yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan umum ynag terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia. Periode waktu penelitian adalah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.  

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Metode 

pengambilan sampel diarahkan untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, sampel yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel pada 
penelitian ini adalah: 1) perbankan umum yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama periode 

2017-2021, 2) telah melakukan Initial Public Offering (IPO) sebelum tahun 2017, 3) tidak pernah 

mengalami suspend dan/ delisting sampai pada akhir pada akhir periode akuntansi selama periode 
2017-2021, dan 4) perbankan umum yang mempublikasikan  laporan tahunan selama periode 2017-

2021 yang dapat diakses. Jumlah populasis perbankan umum yang terdaftar pada periode penelitian 

sebanyak 46 perusahaan perbankan umum. Setelah melakukan pemilihan sampel sesuai kriteria, 
jumlah sampel yang valid untuk diteliti adalah 35 perbankan umum dengan 159 data. 

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel risk disclosure sebagai variabel dependen, dan 

Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Rapat Dewan Komisaris sebagai variabel 

independent. Untuk memudahkan pengolahan data, maka semua variabel akan dioperasionalisasikan 
seperti terlihat pada tabel dibawa ini: 
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Tabel 1. 

Variabel Operasional dan Pengukuran 

Variabel Sumber Ukuran Skala

Risk Disclosure Alkurdi et al . (2019) RDt  = Rasio

Ukuran Dewan 

Komisaris
Rimo et al. (2022) UD    = Jumlah Komisaris dalam 1 tahun Nominal

Komisaris 

Independen

Sugndha & Suhendah 

(2020)
KI    = Rasio

Rapat Dewan 

Komisaris
Adelopo et al. (2021) RDK =

Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

dalam 1 tahun
Nominal

Catatan : RD  : Jumlah item risk disclosure  yang ada dilaporan tahunan

               RDI : Total Risk disclosure Index

RDt

RDIt

X 100%

Σ Komisaris Independen

Σ Komisaris

X 100%

 
Sumber : Data Diolah Peneliti (2023) 

 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dengan demikian, 

persamaan regresi dari penelitian ini adalah : 

RD = α + β1UD + β2KI + β3RDK + ε ………………….(1) 

Keterangan: 
RD : Risk Disclosure 

β1 - β3 : Koefisien Regresi 

α : Koefisien Konstanta 
UD : Ukuran Dewan Komisaris 

KI : Kimisaris Independen 

RDK : Rapat Dewan Komisaris 

ε      : variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini  
 

Pada penelitian ini, data diolah dengan menggunakan software SPSS Versi 25. Sebelum 

melakukan  regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan kelayakan data untuk digunakan 
dalam penelitian ini. Uji klasik yang dilakuikan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji 

Heteroskedasitas dan Uji Autokorelasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan data yang memenuhi kriteria, dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik 

dirangkum pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. 

Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klalsik 

Tolerance VIF

Uji Normalitas 0,080

Uji Heteroskedastisitas UD 0,079

KI 0,137

RDK 0.091

Uji Multikolinearitas  UD 0,995 1.005

KI 0,996 1.004

RDK 0,999 1.001

Uji Autokorelasi 2.183

Durbin 

WatsonUji

Asymp. Sig. 

(2 Tailes) Variabel Sig.

Collibearity tes

 
              Sumber: Output SPSS V.25 (2023) 
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Hasil  uji normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov. Hasil  uji normalitas menunjukkan nilali 
Asynp. Sig (2 tailed sebesar 0.080. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti data yang 

digunakan terdistribusi normal. Untuk hasil uji  heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikan 

untuk variabel Ukuran Dewan Komisaris (UD) 0.079, Komisaris Independen (KI) sebesar 0.137, dan 

Rapat Dewan Komisaris (RDK) sebesar 0,091 di mana semua variabel memiliki nilai lebih besar 
daripada 0.05 yang berarti tidak memiliki heteroskedastisitas atau tidak ada varians dan 

ketidaksetaraan residual antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas menujukkan nilai 

tolerance untuk variabel UD sebesar 0.995, KI sebesar 0.137, dan 0.091 yang semua variabel 
mempunyai nilai lebih besar dari 0.01. Selain itu juga nilai VIF untuk UD sebesar 1.005, KI 1.005, 

dan RDk 1.001, di mana semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan kedua 

kriteria ini, maka data variabel  yang digunakan tidak tejadi multikolinearitas, artinya data variabel 
independen tidak tergantung satu sama lainnya. Hasjil uji asumsi klasik terakhir, uji autokorelasi, 

menunjukkan nilai Watson-Durbin 2.183, di mana nilai ini berada pada nilai du (1.7787) dan 4-du 

(2,2213) yang berarti tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen. 

Setelah semua uji asumsi klasik memenuhi syarat, maka dilakukan analisis  regresi dengan 
melakukan uji pengaruh (t) dan uji determinasi (R) . Hasil uji t dan detrerminasi dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:    

Tabel 3. 

Hasil Uji t dan Determinasi 

t Sig. R R
2

Model β Std. Error

1 (Constant) -0.259 0.012 -22.132 0.000

UD 0.027 0.009 0.222 2.965 0.004

KI 0.072 0.02 0.273 3.641 0.000

RDK 0.016 0.008 0.151 2.014 0.046

Determinasi 0.375 0.140 0.124

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients 

Beta

Adjusted 

R
2

 
Sumber: Output SPSS V.25 (2023) 

 

Berdasarkan hasil regresi, maka persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
RD = -0,259 + 0,027 BS + 0,072 BI + 0,016 BM + ε ………………….(2) 

Persamaan regresi ini mempunyai koefisien konstanta -0.259 yang berarti risk discosure mempunyai 

hubungan yang berlawanan arah terhadap variabel independen. Jika dilihat dari peranan variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen dalam penilitan ini sebesar 12,4%. Artinya ketiga 

variabel ini hanya memberikan sumbangsih 12,4% dari seluruh variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen.   

Hasil uji t menunjukkan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Nilai signifikan Ukuran Dewan Komisaris (UD) menunjukkan 0.004, lebih kecil daripada 0.005. Ini 

berati UD  mempunyai pengaruh positif terhadap risk disclosure (RD). Untuk variabel Komisaris 

Independen (KI), menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil daripada 0.05. Ini 
berarti KI mempunyai pengaruh positif terhadap RD. Variabel terakhir adalah Rapat Dewan 

Komisaris ( RDK) yang mempunyai nilai signifikan 0.046. Nilai ini juga dibawa 0.005, yang berarti 

RDK berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (RD). Berdasarkan analisis regresi berganda, 

variabel UD, KI dan RDK mempunyai pengaruh terhadap RD. 
Hasil analisis regresi berganda ini sesuai dengan hipotesis yang dibentuk sebelumnya. Seluruh 

hipotesis diteima.  Analisis hiptoesis dengan  hasil regresi dapat dilihat ditabel dibawa ini : 

Tabel 4. 

Analisis Hipotesis dengan Hasil Regresi 

Keterangan Hipotesis Hasil Regresi Analisis

Pengaruh UD terhadap RD Pengaruh Positif Pengaruh Positif Hipotesa diterima

Pengaruh KI terhadap RD Pengaruh Positif Pengaruh Positif Hipotesa diterima

Pengaruh RDK terhadap RD Pengaruh Positif Pengaruh Positif Hipotesa diterima  
 Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 
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 Ukuran Dewan Komisaris (UD) menjukkan hasil mempunyai pengaruh positif terhadap Risk 
Diclosure. Hasil ini didukung oleh penelitian  Adelepo et al. (2021), Yuniar &  Syafruddin (2022), 

Mnif dan Znazen (2018), Seta & Setyaningrum (2018), dan Suharto dan Siregar (2018) Namun, hasil 

penilitan  ini berbeda hasil dengan penilitain  Raimo. et al. (2022), Salem et al. (2019), Alshirah et al 

(2020), Wachira (2019), Mbithi et al (2021), Anantha &  Simatupang (2020), dan Adiyanto (2017) 
yang menyimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap risk disclosure. 

Dalam sistem pengelola manajemen puncak perseroan, perusahaan di Indonesia menganut two-board 

system. Dalam sistem ini dijelaskan bahwa terjadi pemisahan fungsi dan tugas antara direksi sebagai 
eksekutif dan komisaris yang menjadi pengawas dan penasihat eksekutif. Ini menandatakan bahwa 

dua organ ini penting bagi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Komisaris yang bertugas 

sebagai pengawas atas kebijakan urusan perusahaan dan penasihat eksekutif. Artinya, komisaris 
merupakan perpanjangan tangan dari prinsipal untuk mengawasi jalannya kegiatan dan keputusan 

agen yang mengemudikan jalannya perusahaan. Pentingnya dewan komisaris dalam perusahaan 

menyebabkan pemerintah memberikan persyaratan jumlah minimum dewan komisaris sebesar tiga 

orang. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 POJK No. 55 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi 
Bank Umum. Dilihat dari agency theory, dewan komisaris merupakan solusi dari masalah keagenan. 

Komisaris menjadi solusi yang menciptakan struktur tata kelola yang mampu mengawasi dan menilai 

perilaku agen. Sebagai organ yang mewakili prinsipal, komisaris perlu menjalankan tugasnya untuk 
mengurangi fenomena asimetri informasi yang diterima oleh prinsipal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Ukuran Dewan Komisaris  semakin 

meningkatkan pemantauan dan transparansi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri 
informasi. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat diperkecil sehingga kepentingan prinsipal 

dapat terpenuhi. Melalui keberadaan dewan komisaris, konflik dari teori agensi dapat diminimalisir. 

Prinsipal dapat mengetahui informasi terkait perusahaan secara lebih luas, termasuk risiko yang 

dialami dan manajemen risiko tersebut. Sehingga, mampu mengambil keputusan yang tepat terkait 
dengan perusahaan. Oleh sebab itu, dewan komisaris  memiliki peranan yang penting, khususnnya 

bagi industri perbankan di periode 2017 sampai 2021. Namun, Dean Komisaris  memiliki batas 

maksimum. Dalam Pasal 23 POJK No 55 tahun 2016, menyebutkan bahwa paling banyak dewan 
komisaris berjumlah sama dengan jumlah anggota direksi. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan 

komposisi antara pengawas dan eksekutif perusahaan. Jika pengawas terlalu besar dibandingkan 

dengan direksi yang menjalankan perushaaan, maka akan terjadi kurangnya kinerja yang dihasilkan 

karena direksi akan merasa tertekan dan tidak bekerja dengan maksimal.  
Peranan Komisaris Independen dalam penelitian ini menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap 

Risk Diclosure.  Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penilitan dari  Raimo et al. (2022), 

Salem et al. (2019), Alkurdi et al. (2019), Wachira (2019), Adelopo et al. (2021), Mnif & Znazen 
(2020), Mbithi et al. (2022), dan Nkuutu et al. (2020). Sedangkan, Gull et al. (2022), Sugandha & 

Suhenda (2020), Seta & Setyaningrum (2018), serta Anantha & Simatupang (2020) yang 

menyimpulkan Komisaris Independen  tidak berpengaruh terhadap risk disclosure. Komisaris 
Independen adalah komponen penting dalam perusahaan. Pasal 120 Undang-Undang No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Komisaris Independen seorang anggota 

perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota 

komisaris lainnya, termasuk atas Namanya sendiri. Komisaris Independen dipilih langsung 
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris Independen dipilih dan  ditunjuk karena 

profesionalisme yang dimiliki demi kepentingan perusahaan. Artinya, kepentingan bagi setiap 

pemangku kepentingan. Komisaris Independen berperan sebagai audit dan pengawas terhadap 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi. Komisaris Independen memiliki kapasitas 

pemantauan yang lebih luas. Oleh karena itu, Komisaris Independen tidak memiliki kepentingan 

secara pribadi, tidak terlibat langsung atas jalannya isnis, dan tidak memiliki hubungan personal 
dengan dewan lain. Dengan demikian, Komisaris Independen mempunyai kemampuan  menganalisis 

risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan menilai apakah agen mengungkapkan risiko dengan 

transparan atau tidak serta memberikan saran atas risiko yang perlu diungkapkan. Hal ini 

menyebabkan kualitas risiko yang diungkapkan semakin baik (risiko yang diungkapkan semakin 
luas). Dilihat dari teori agensi Komisaris Independen akan menjadi katalisator dan memperkecil 

masalah agen dengan agen, baik masalah perbedaan kepentingan maupun asimetri informasi. Peranan 

Komisaris Independen yang mengingingkan memberikan inforamsi yang jelas, transparan dan 
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akuntabel menjadikan informasi yang diterima oleh principal dengan sedikit deviasi atau bahkan tidak 
terjadi asismeti informasi. Dengan pengawasan yang independen dan tidak adanya asimteri informasi, 

maka Komisaris Independen dapat memperkecil perbedaan kepentinan principal dengan agen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Rapat Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap 

Pengungkapan Risiko (Risk Diclosure). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian oleh  
Raimo et al. (2022), Nkuutu et al. (2020), dan Yuniar & Syafruddin (2022).. Namun, hasil ini tidak 

sejalan dengan hasil penelitian  Alshirah et al. (2020), Adelopo et al. (2021), Suharto & Siregar 

(2018), dan Adiyanto (2017), yang menyatakan Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap 
risk disclosure.  Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan komponen penting dalam 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui rapat ini komisaris memantau dan 

memberikan usulan solusi bagi manajamen, termasuk memitigasi risiko dan mengatasinya. 
Pentingnya komisaris dalam mengadakan rapat ini diatur dalam POJK No. 55 tentang Penerapan Tata 

Kelola Bagi Bank Umum. Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa dewan komisaris perlu paling sedikit 

menyelenggarakan rapat empat kali dalam satu tahun. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa Rapat Dewan Komisaris pada pada kebanyak di perbankan umum berjalan efektif. Termasuk 
pembahasan memberikan penjelasan risiko pada laporan tahunan. Semakin sering dilakukan Rapat 

Dewan Komisaris semakin semakin jelas memberikan informasi risiko dalam laporan tahunan.  Dari 

hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Rapat Dewan Komisaris pada pada kebanyakan di 
perbankan umum berjalan efektif sehingga memberikan informasi risiko yang jelas, tranparan dan 

akuntabel. Penelitian ini menunjukkan Pertemuan Dewan Komisaris dapat memperkecil masalah 

asismitri informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal yang menjadi fenomena timbulnya 
teori agensi.  

  

SIMPULAN 
 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisaris merupakan organ penting 

dalam perusahaan menjalani Tata Kelola Perusahaan. Komisaris selaku pengawas atas kegiatan yang 
dilakukan oleh direksi memang diperlukan agar mampu mengurangi konflik kepentingan antara 

manajemen (agen) dengan pemangku kepentingan (termasuk prinsipal dan investor). Komisaris 

sebagai organ yang berfokus pada pemangku kepentingan ini, tentunya akan memberikan layanan 

terbaik kepada prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
komisaris di perbankan dalam periode penilitan mampu melakukan tugasnya dengan baik, salah 

satunya terlihat dengan memberikan risk disclose pada laporan tahunan yang jelas, transparan dan 

akuntabel, sehingga risk disclosure yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memperkecil asimetri 
informasi antara manajemen dan prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian 

peranan dewan komisaris dalam industri perbankan, khususnya bank umum, dapat memberikan 

informasi yang baik bagi investor dalam memutuskan investasi di industri perbankan umum. 

Pemangku kepentingan lain mempercayai bahwa risk diclousre yang disampaikan dalam laporan 
tahuanan perushaaan merupakan laporna yang transparan dan akuntanbel. Serta bagi pengambil 

kebijakan, memonitor risiko bank akan lebih mudah dan jelas melalui risk disclosure. Keterbatasan 

dari penelitian ini adalah tidak semua perusahaan dalam laporan tahuannya  meberikan topik 
pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris, keefektifan risk disclosure pada laporan tahunan lebih 

banyak peran dari komisaris atau direksi. Selain itu, belum semua perbankan dalam penelitian ini 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini, hal berarti adanya informasi yang belum lengkap dari 
beberapa bank untuk memenuhi kriteria ini. Manfaat dari penelitian ini dilihat dari tiga pihak, yaitu 

pihak manajemen, investor dan akademisi. Manfaat bagi manajemen atau perusahaan, perlu dilakukan 

peningkatan pengawasan dari komsaris terhadap manajemen. Jumlah anggota dewan dapat 

menentukan keefetifan pengawasan, namun yang penting adalah kompetensi anggota dewan yang 
sejalan dengan usaha perusahaan. Hal ini juga berlaku dalam pemilihan dan penunjukkan Komisaris 

Independen oleh Pemegang Saham. Jumlah, kompetensi dan indepensi anggota Dewan Komisaris, 

harus diikuti dengan Rapat Dewan Komisaris yang efekti dengan mengadakan rapat secara rutin dan 
berkualitas, dan hasil rapat yang penting, termasuk risiko, harus disampaikan secara jelas, transparan 

dan akuntabel sehingga dapat mengurangi asimiteri informsi antara manajemen dengan prinsipal dan 

pemangku kepentingan lainnya. Bagi Investor, risk disclosure   dapat dijadikan acuan dan 

pertimbangan dalam keputusan investasi selain informasi kuantitatif, karena informasi risk disclosure 
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memberikan makna kondisi perusahan di masa depan. Bagi pembuat kebijakan atau pemerintah, 
menjadikan risk disclousure ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengendalian perbankan lebih 

baik Terakhir, bagi akademisi dapat melakukan penelitian dengan variabel yang dengan sama dengan 

periode yang lebih panjang atau berbeda, atau penelitian pada industri lain.Selain itu, karena variabel 

yang digunakan pada penelitian ini hanya  12.4 %, maka untuk  peneliti selanjutnya dapat menambah 
variabel lain yang terkait dengan risk dislosure seperti peranan komite risiko, komite audit, struktur 

kepemilikan dan lainnya.     
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